
SUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR: 3 ) TAHUN 2019 

TENTANG
 

PEDOMAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang a. bahwa sesu a i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan ln forma si publik, setiap Badan 
Pu blik perlu menyediaka n, mem berikan, darr /atau 
menerbitkan informasi Pu blik ; 

b. bahwa sesu ai dengan Peratu ra n Menteri Dalam Negeri 
Nomor 03 Ta h u n 201 7 perlu disusun Pedoman 
PengeIoIaan lnformasi dan Dokumen tasi Pemerintah 
Daerah selaku Badan Pu blik; 

c. bahwa berda sa rkan pertimbangan sebagaimana 
d imaksud dalam huruf a da n h uruf b , perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pen gelola an Layanan 
lnforma si dan Dokumen tasi Kabupa ten Lampung 
Selatan . 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Peneta pan Undang-Undang Darura t Nomor 4 Tahun 
1956 , Unda n g-Unda ng Daru ra t Nomor 5 Tahun 1956, 
Undan g-Undang Darura t Nomor 6 Tahun 19 56 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja 
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Su ma tra Sela tan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tam baha n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 182 1); 

2 .	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbu kaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lemba ran Negara Repu blik In donesia Nomor 4846); 

3 .	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tam ba h a n Lembaran Negara 
Republik In donesia Nomor 5038); 



4 .	 Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 20 11 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 20 11 
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) ; 

5.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 n omor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
201 5 (Lem ba ra n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58 , Tambahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6 .	 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20 10 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 20 17 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi dilingku ngan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerin tah Daerah; 

8.	 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

9 .	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Da era h Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN 
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupa ten Lampung Selatan. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

3 . Bupati adalah Bupati Lampung Selatan . 



4 .	 Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan , dan tanda­
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan , baik data, 
fakta maupun penje1asannya yang dapat dilihat, didengar, dan 
dibaca yang disajikan dalam berbagai k ernasan dan format 
sesuai dengan perkembangan t eknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. 

5.	 Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, 
dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan 
informasi publik. 

6 .	 Informasi Publik a dalah informasi yang diha silkan, disiInpan, 
dikelola, dikirim, dan zatau diterima oleh suatu Badan Publik 
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penye1enggaraan 
negara dan I atau penye1enggara dan penyelenggaraan Badan 
Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. 

7 .	 Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 
yang sebagian atau seluruh dananya bersurnber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanj a Daerah , atau organisasi non 
pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sumbangan masyarakat, dan Zatau luar negeri. 

8 .	 Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas 
untuk menduduki p o sis i atau j abatan tertentu pada Badan 
Publik. 

9 .	 Pejabat Pengelola Inforrnasi dan Dokumentasi yang selanjutnya 
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam 
pengumpulan, pendokumentasian, penyimparian , pemeliharaan, 
penyediaan, distribusi, dan pe1ayanan informasi dan 
dokumentasi pada Badan Publik dilingkungan Pemerintahan 
Daerah, yang terdiri dari PPID U tama dan PPID Pernbantu . 

10.	 PPID Uta ma adalah pejabat yang melaksa naka n tugas dan fungsi 
sebagai PPID pada tingkat Pemerintah Daerah . 

11 .	 PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagai PPID pada Satuan Organisasi Pera ngka t Daerah dili ngkungan 
Pemerintah Daerah. 

12.	 Atasan PPID adalah pejabat yang rnerupakan atasan PPID 
Ut arna . 

13.	 Pengelola Layanan Inforrnasi dan D okum en t a si yang selanjutnya 
disingkat PLID adalah susunan perigelola layanan inforrnasi dan 
dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah. 

14 .	 Perangkat Daerah a d alah unsur pembantu kepala daerah dan 
DPRD dalarn p en y elen gga r a a n U r u san Pernerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

15 .	 Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah s erangkaian petunjuk t ertulis yang dibakukan mengenai 
proses penyelenggaraan tugas-tugas P PID. 



16.	 Daftar Infonnasi dan Dok u m enta si Publik yang selanjutnya 
disingkat D IDP adalah ca t a t an yang berisi keterangan secara 
sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik 
yang berada dibawah Pemerintah Da erah tidak t e rrna s u k 
informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 

17.	 Ruang Pelayanan Infonnasi dan Dok u m en tasi yang selanjutnya 
disingkat RPID adalah tempa t pelayanan informasi dan 
dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi 
lainnya yang bertujuan untuk m ernfasilitas i penyampaian 
informasi dan dokumentasi pub lik. 

18.	 Sistem Informasi d an Dok u ment a si Pub lik yang selanjutnya 
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan 
dokumentasi secara cepat , mudah, dan wajar sesuai dengan 
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

19.	 Laporan Layanan Informasi d an Dokumen tasi yang selanj u tny a 
clisingkat LLID a d alah laporan yang berisi gamb aran umum 
kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan 
pe1ayanan informa s i dan dokumentasi, dan rekomendasi serta 
rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
informasi dan dokumentasi. 

20. Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
FKPPID Pemda adalah wa d ah komunikasi, koordinasi , 
konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah 
Provinsi dan PPID Pemerintah Kabupaten./ Kota. 

21.	 S engk eta Informa si Publik adalah sengketa yang terjadi antara 
B a d an Pu b lik dengan Pemohon Infonnasi Publik dan zatau 
Penggun a Informa si Publik yang berkaitan dengan hak 
memperoleh dan zatau menggunakan informasi publik 
berdasarkan peraturan p erundang- u ndangan . 

22 . Orang adalah orang perseorangan , k elompok orang, b adan 
hukum, atau badan publik. 

23 . Pen ggun a Informasi Publik adalah orang yang rnenggunakan 
informasi publik seba gaimana diatur dalam p eraturan 
p eru n dang-u ndangan . 

24.	 Pem ohon Informa si Publik a d alah warga negara dan I atau badan 
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi 
publik sebagaimana diatur d alam peraturan perundang­
undangan . 

BAB II 
RUANG LINGKUP DAN TUJ UAN 

Pasa1 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupa ti ini melipu ti kelembagaan , tu gas dan fungsi , 
dan tata kerj a Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerin tah 
Daerah. 



Pasa13 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

a . mewujudkan penyelen gga ra an pemerintahan ya n g baik, t ransparan, 
akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 

b. meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di 
lingkup Pemerintah Da era h untuk menghasilkan layanan informasi yang 
berkualitas. 

BAB III 
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pasal 4 

(1)	 Infonnasi dan Dokumentasi Pu blik Pemerin ta h Daerah bersifat terbuka 
dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Infonnasi dan Dokumentasi 
Publik, kecuali Infonnasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat 
ketat, terbatas dan rahasia. 

(2)	 Informasi dan Dokumentasi Publik dilingkungan Pemerintahan 
Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan Dokumentasi 
Publik dengan cepat, tepat waktu , dan dapat cliakses dengan 
mudah. 

(3)	 Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan sebagaimana 
dimaksud p ada aya t (1) sesuai dengan kepatutan, kepentingan 
u m u m ,d an / a t a u ketentuan peraturan p er u n dang-u n d angan . 

(4)	 Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan seba gaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada 
pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu inforrnasi 
dan dokumentasi diberikan kepada m asyarakat dengan 
pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi dan 
Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih 
besar daripada membukanya atau sebaliknya . 

BABrv 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu
 
Hak
 

Pasal 5
 

(1)	 Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi 
dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: 



a. informasi dan dokum entasi yang dapat m embahayakan 
negara; 

b . informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan 
kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha 
tidak sehat; 

c . informasi dan dokumentasi yang b er k aitan dengan hak-hak 
pribadi; 

d. informasi dan d okumentasi yang berkaitan dengan rahasia 
j abatan ; dan/atau 

e. informasi dan d okumentasi yang belum dikuasai atau 
didokumentasik an. 

(2)	 Inforrnasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pembantu kepada 
PPID Utama untuk selanjutnya d it etap k an dengan Keputusan 
Bu p a t i s esuai dengan k ewen angannya. 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasa16 

(1)	 Pemerintahan Da erah wajib menyediakan, memberikan 
dan I atau m enerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang 
b erada di bawah kewenangannya kepada Pem oh on Informasi 
Publik, s elain informasi yang dik ecu alik an sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-und angan. 

(2)	 Untuk melaksanakan kewajiban s eb a gaimana dimaksud pada 
ayat(l), Pemerintah Da er ah dapat membangun dan 
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat 
diakses dengan mudah. 

BAB V 
KELEMBAGAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 

Pasal 7 

(1)	 Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan 
oleh Pem erin tah Oaerah dengan membentuk PLIO dan 
Inenetapkan PPID . 

(2)	 Susunan PLIO d ilingkungan P emerintah O a e r ah ditetapkan 
dengan keputusan Bu p a ti . 

(3)	 PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat 
struktural yang mem b id angi t u ga s dan fungsi pelayanan 
informasi dan dokum entasi dan/ a t a u k ehumasan. 



Pa sa18 

(1)	 Struktur organisasi PLID Pemerintah Daer ah, terdiri d ati : 

a.	 pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati; 
b.	 pengarah selaku Ata san PPID , dij a bat oleh Selcretaris 

Daerah; 
c.	 tim Pertimbangan , dij a bat oleh Para Pej a bat E s elon II.b . 

dilingkun gan Selcret aria t Da erah Ka bupaten, Pimpinan 
Perangkat Daerah dan pejabat yang m enangani bidang 
h ukum; 

d.	 PPID Utama, d ij a bat oleh Pej a b a t E selon III yang menangani 
informa si dan d okumentasi; 

e.	 PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Da erah 
8I1g m en gelola informasi dan dokumentasi; 

f.	 bidang p end ukun g, yang ter d iri dari S ekret aria t PLI O, 
Bidang Pen golahan Da t a dan Klasifikasi Informasi , Bidang 
Pe1ayanan Infom a si dan D ok u m ent a si , d an Bidang Fasilitasi 
S engketa Infomas i; dan 

g.	 peja b a t fu n gsional . 

(2)	 Bagan struktur organisasi PLID Pemerin tah Daerah tercantum 
p a d a Lampiran I dan m er u p akan b a gian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

BAB VI 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Bagian Kesatu
 
Umum
 

Pasa19 

(1)	 PPIO Utama dilingkun gan Pem er in t ah Oa er ah d ibantu oleh PPID 
Pem b ant u yang b era d a d ilin gkun gan Perangkat Da erah dari zatau 
Peja b a t Fungsional. 

(2)	 PPID Pembantu dilingkungan Pem erintah Daerah ter d iri a tas 
sekretariat Daerah , sekretariat DPRD, insp ektor a t , dinas , hadan , 
k ecama tan , B UMD , B LUD d ariya t a u Pejab at Fun gsion al. 



Bagian Kedua
 
Tu ga s dan Kewenangan
 

Pa sa1 10 

PPID Utama bertu gas: 

a . menyusun dan melaksanakan kebijakan in formasi dan 
d okum en t a s i ; 

b . menyus un laporan pelaksanaan kebijakan infonnasi dan 
d okum entasi: 

c.	 mengoordina sikan dan m en gonsolid a sikan pengumpulan bahan 
inform a s i dan d okum entasi dari PPID Pernb antu ; 

d .	 m en yim p an , mend okum entasikan , m enyediakan , dan m emberi 
p ela yanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 

e .	 melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi p ublik; 
f.	 melakukan uj i k on s ekuen si a tas inform asi dan dokumentasi 

yang dikecualik an ; 
g.	 melakukan pemutakhiran informa si d an d okumen tas i; 
h .	 m en yediakan informasi dan dokumenta si untuk d iakses oleh 

masyarakat; 
i.	 melakukan pembinaan, pen gawa san, evalua si , dan monitoring 

atas pelaksanaan keb ij akan informasi d an dokum en ta si yang 
dilakukan oleh PPID Pem b antu; 

J.	 melaksanakan rap a t koordinasi d an rapat k erj a secara berkala 
d arr/ atau sesuai dengan kebutuhan; 

k.	 mengesahkan inform a s i dan dokum en t a s i yang layak untuk 
dipublikasik an ; 

L	 merrugaskan PPID Pem b antu d an Za ta u Pej a b a t Fu n gs ion al 
untuk m engumpulk an, m engelola , dan m emelihara informasi 
d an dokumentasi; dan 

m .	 membentuk tim fa silitasi p en anganan sen gketa informasi yang 
ditetapkan d en gan Kep u t u san Bu p a ti. 

Pasall 1 

Untuk melalcsanakan tuga s sebagairnaria dimaksu d d alam Pa sal 10, 
PPID Utama berwenang: 

a .	 menolak memberikan informa si dan dokurnerrta s i yang 
dikecualikan sesuai d en gan ketentuan p er a t u r an perundang­
u n d angan; 

b.	 m em int a dan m emp eroleh informa si dan d okum enta si dari PPID 
Pemb antu yang m enjadi cakupan ketjanya; 

c.	 mengoordin a sikan pem berian p ela yanan informasi dan 
d olcurnerrt.a.ei d engan PPID Pornb ant'u y ang rn.erij e.di cakupan 
k erj anya ; 

d .	 menentukan a tau m eneta p k an suatu informasi dan 
dokum en tas i yang dapat diakses oleh p u b lik; dan 

e.	 menugaskan PPID Pem b ant u dan Za ta u Pejaba t Fungsional 
untuk membuat , mengumpulkan , serta m em elihara infonnasi 
dan dokumentasi u n tuk k ebutuhan organisasi. 



Pasal 12 

(1) PPID Pernbantu bertugas: 

a .	 membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, 
tugas, dan kewenangannya menyampaikan informasi dan 
dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 
(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 

b .	 melaksanakan kebijakan teknis inforrnasi dan dokumentasi 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 

c.	 menjamin ketersediaan dan akse1erasi 1ayanan inforrnasi 
dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, 
tepat , berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip 
pelayanan prima; 

d .	 rnengurnpulkan, rnengolah dan rnengompilasi bahan dan 
data lingkup kornponen dilingkungan Daerah dilingkungan 
Pernerintahan Daerah Untuk rnenjadi bahan informasi 
publik; dan 

e.	 menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan 
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama 
secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. 

(2)	 Selain tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) PPID 
pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk: 

a.	 menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi 
dan dokutnentasi kepada DPRD sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan 

b.	 mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada 
DPRD untuk rnenetapkan inforrnasi dan dokurnentasi yang 
dapat diakses oleh publik. 

BAB VII 
STANDAR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Bagian Kesatu
 
Standar Operasional Prosedur
 

Pasal 13 

(1)	 Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2)	 Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit rnernuat ketentuan sebagai berikut: 

a.	 kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID 
Utama dan PPID Pembantu; 

b .	 kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat 
fungsional d an j' atau petugas irifor-ma si apabila diperlukan; 

c.	 kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan 



kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu , 
Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional; 

d.	 kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai 
Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan 
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 
Informasi Publik; 

e.	 standar layanan Informasi Publik serta tata cara 
pengelolaan keberatan dilingkungan Pemerintahan Daerah; 
dan 

f.	 tat a cara pembuatan laporan tahunan tentang Lay anan 
Informasi Publik. 

Pasal 14 

(1)	 Jenis-jenis SOP PPID, antara lain: 

a.	 SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; 
b.	 SOP Pelayanan Permohonan InformasiPublik; 
c.	 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; 
d.	 SOP Penanganan Keberatan Infonnasi Publik; dan 
e.	 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi. 

(2)	 Bentuk dan Format SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ked ua
 
Daftar lnformasi dan Dokumentasi Publik
 

Pasal 15 

(1)	 DIDP paling sedikit memuat: 

a .	 nomor; 
b.	 ringkasan i si informasi; 
c.	 pejabat atau unit/ satuan lcerja yang menguasai infonnasi ; 
d.	 penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 
e.	 waktu dan ternpat pembuatan informasi; 
f.	 bentuk inforrnasi yang tersedia; dan 
g.	 jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

(2)	 IDP ditetapkan dan diInutakhirkan secara berkala oleh PPID 
Utama. 

(3)	 Keseluruhan informasi dan dokurnentasi publik yang sudah 
dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan 
dilingkungan Pernerirrtah Daerah untuk dilestarikan dan 
diklasifikasi menjadi bahan pustaka. 

(4)	 Bentuk dan Format DIDP sebagaitnana dirrraksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Bagian Ketiga
 
Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 

Pasal16
 

(1)	 RPID terletak dilokasi yang mudah cUjangkau dan dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

(2)	 RPIO dilcelola oleh pejabat fungsional dan I atau petugas 
informasi. 

Bagian Keempat
 
Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik
 

Pasal 17
 

(1)	 SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah 
akses pelayanan informasi publik. 

(2)	 Pengembangan SlOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara terintegrasi antara PPID U tam.a dengan PPIO 
Pembantu serta Kementerian Dalam Negeri. 

Bagian Kelima 
Laporan Layanan Informasi dan Ookumentasi 

Pasal 18 

(1)	 LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran 
berakhir. 

(2)	 Salinan LLID Pemerintah Oaerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan 
Komisi Informasi Pusat Daerah sesuai kewenangan masing­
masing. 

(3)	 LUD, paling sedikit memuat: 

a.	 gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan 
dokurnentasi Publik dilirigkurigan Pemerintah Daerah; 

1>- gambaran umum pelaksanaan pe1ayanan informasi dan 
dokumentasi Publik, antara lain: 

1.	 sarana dan prasarana pelayanan informasi dan 
dokumentasi Publik yang dirnilik:i. beserta kondisinya; 

2.	 sumber daya manusia yang menangani pelayanan 
informasi dan dokumentasi Publik beserta 
kualifikasinya; dan 

3.	 anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik 
serta laporan penggunaannya; 



c.	 rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang 
meliputi: 

1.	 jumlah pennohonan informasi publik; 

2.	 waktu yang diperlukan dalam memenuhi setia p 
pennohonan infonnasi publik dengan klasifikasi 
tertentu; 

3 .	 jumlah pennohonan informasi publik yang dikabulkan 
baik sebagian atau seluruhnya; dan 

4 .	 jumlah permohonan informasi publik yang ditolak 
beserta alasannya. 

d . rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi: 

1.	 jumlah keberatan yang diterim.a; 

2.	 tanggapan atas keberatan yang diberikan dan 
pelaksanaannya; 

3.	 jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi 
Informasi yang berwenang; dan 

4.	 hasil mediasi dan Zatau keputusan ajudikasi Komisi 
Infonnasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh 
badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke 
pengadilan, dan hasil pu tusan pengaclilan dan 
pelaksanaannya oleh badan publik. 

e .	 kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan 
informasi dan dokumentasi publik; dan 

f.	 rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan 
dokurnentasi. 

Pasal 19 

(1)	 LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib 
terseclia setiap saat. 

(2)	 LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada 
publik dan disampaikan kepada atasan PPID. 

{3}	 LlJD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Bupati oleh atasan PPID. 

(4)	 LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh 
Bupati sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah. 



BAB VIII 
PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

Pasa120 

Pernohon inforrnasi dan dokumentasi meliputi: 

a. perseorangan; 
b. kelornpok rnasyarakat; 
c. lembaga swadaya masyarakat; 
d . organisasi masyarakat; 
e. partai politik; dan 
f. badan publik lainnya. 

Pasa121 

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

a.	 mencanturnkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan/ atau peraturan perundang- undangan; 

b.	 mencantumkan alarnat dan nomor telepon yang jelas; 
c.	 menyarnpaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi 

yang dibutuhkan; 
d.	 mencantumkan maksud dan tujuan perrnohonan informasi dan 

dokumentasi yangdapat dipertanggungjawabkan; dan 
e.	 menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran 

untuk mernperoleh inforrnasi yang dirninta, sepanjang biaya 
yang dikenakan terbilang waj ar. 

Pasa122 

(1)	 Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan 
untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada 
Pemerintah Daerah terkait secara tertulis atau tidak tertulis. 

(2)	 PPID Ut.arria d.an zat.au PPID Pernbantu dan/atau Petugas 
Infonnasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) , dan alarnat Pemohon Infonnasi Publik, subjek dan format 
informasi serta cara penyarnpaian informasi yang diminta oleh 
pemohon informasi publik. 

(3)	 PPID Utama dan zatau PPID Pembantu danzatau Petugas 
Informasi wajib mencatat permintaan informasi publik yang 
diajukan secara tidak tertulis. 

(4)	 PPID Utama dan ,' atau PPID Pembantu darr/ atau Petugas 
Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan 
pennintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ayat (2), dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat 
perrnintaan diterima. 

(5)	 Dalam hal pennintaan disampaikan secara langsung atau 



rnelalu i surat e1ektronik, riornor pendaftaran cliberikan saat 
penerimaan permintaan. 

(6)	 Dalarn hal permintaan disarnpaikan melalui surat, pengirirrian 
nomor pendaftaran dapat diberikan bersarnaan dengan 
pengirirrian informasi. 

(7)	 Paling larnbat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya 
permintaan, PPID Utarna wajib menyarnpaikan pelTIberitahuan 
tertulis yang berisikan: 

a .	 informasi yang dimirrta, berada di bawah penguasaannya 
ataupun tidak; 

b.	 penerimaan atau penolakan permintaan atas iriforruasi 
dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c.	 alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan ; 
danjatau 

d.	 biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh mforrnasi 
yang diminta. 

(8)	 PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang 
menguasai informasi yang diminta apabila infonnasi yang 
diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan 
Publik yang menerima pennintaan mengetahui keberadaan 
informasiyang diminta. 

(9)	 Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atausebagian 
dicanturnlcan rnateri informasi yang akan diberikan . 

(10)	 Dalarn hal suatu dokumen mengandung materi yang 
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan , maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat 
dihitarnkan dengan disertai alasan dan materinya. 

(11)	 Pemerintah Daerah dapat mernperparijarig waktu untuk 
rnerrgirirnk.an pemberitahuan sebagaimana dirriaksud pada ayat 
(7) , paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan 
memberikan alasan secara tertulis. 

BABIX 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID 

Pasal23 

(1)	 Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Pemerintah 
Daerah dilakukan oleh Bupati. 

(2)	 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan rnelalui: 

a .	 fasilitasi dan koordinasi; 
b .	 peningkatan kapasitas PPID; 
c .	 monitoring dan evaluasi; dan 
d .	 dukungan teknis administrasi . 



BABX 
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI 

Bagian Kesatu 

Keberatan 

Pasal24 

(1)	 Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan 
sebagai berikut: 
a.	 penolakan atas pennintaan infonnasi berdasarkan alasan 

sebagairnana dirn.aksud dalarn Pasal 5; 
b.	 tidak disediakannya infonnasi dan diumumkan secara 

berkala sebagaimana diatur Undang-Undang tentang 
Keterbukaan Informasi Publik; 

c.	 tidak ditanggapinya permintaan infonnasi; 
d.	 pennintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang 

diminta; 
e.	 tidak dipenuhinya pennintaan infonnasi; 
f.	 pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau 
g.	 penyampaian infonnasi yang melebihi waktu yang diatur 

dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Inforrna.si 
Pub1ik. 

(2)	 Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 
dengan huruf g dapat clise1esaikan secara musyawarah oleh 
kedua belah pihak. 

Pasal25 

(I)	 Keberatan cliajukan oleh Pemohon lnfonnasi Publik dalam 
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (1). 

(2)	 Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang 
diajukan oleh Pemohon Infonnasi Publik dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 
keberatan secara tertulis. 

(3)	 Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan 
PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. 



Bagian Kedua 

Fasilitasi Sengketa Infonnasi 

Pasa126 

(1)	 Sengketa infonnasi dapat terjadi apabila Komisi Infonnasi 
Provinsi sesuai dengan kewenangannya, menerima pennohonan 
sengketa infonnasi yang diajukan pemohon infonnasi karena 
tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID. 

(2)	 Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan pemohon infonnasi dalam waktu paling 1ambat 14 
(empat be1as) hari keIja sete1ah diterimanya tanggapan tertulis 
dari atasan PPID. 

Pasal27 

(1)	 Mekanisme dan tata cara upaya penye1esaian sengketa 
infonnasi publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2)	 Menteri dan Bupati me1alui atasan PPID menetapkan Tim 
Fasilitasi Sengketa Infonnasi untuk mengupayakan 
penyelesaian sengketa infonnasi, yang dibentuk oleh PPID 
Utama. 

(3)	 Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Infonnasi Publik 
juga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili 
Pemerintah Daerah di Komisi Inforrnasi Provinsi sesuai dengan 
kewenangannya. 

(4)	 Tim Fasilitasi sengketa infonnasi publik eli ketuai oleh PPID 
Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang 
menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta 
pejabatj staf lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

(5)	 PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa 
informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi 
bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani 
bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang 
dipandang perlu. 

(6)	 Mekanisme kerja Tirn Fasilitasi Penanganan sengketa infonnasi 
publik diatur oleh Tim berdasarkan arahan atasan PPID. 

(7)	 Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian 
sengketa informasi kepada atasan PPID. 



BABXI 
PEMBIAYAAN DAN PERLENGKAPAN 

Pasa128 

(1)	 Anggaran PLID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersumber 
dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

(2)	 Dalam rangka melaksanakan kegiatan Sekretariat PLID dapat 
memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Psasa129 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
 
bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Lampung
 
Selatan .
 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal \ O'?:~ \0« 2019 

PIt.	 BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Diundangkan di Kalianda 
pacta tanggal \ O~\-x.,r 

SEKRETARIS DAERAH KABU TEN LAMPUNG SELATAN 

FREDYSM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR $:1 



_____ ______ 

LAMPlRAN I	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 'S \ TAHUN 2019 
TANGGAL Q \£.-k)~u 2019 

BAGAN STR UKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN LAYANAN
 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
 

LAMPUNG SELATAN
 

Pe mbina PPID 

Bu p ati
 
Wakil Bu p a t i
 

I
 
r	 I 

/	 <, 

Pengarah Selak u Atasan PPID Tim Pertimbangan PPID 

S ekretaris Dae rah 
..) 

\. 

Pejabat Eselon II.b . S e tda 
Kab upaten , Pi mpin an Perangkat 

Daerah d an Pejabat y ang 
m ena n ean i Bid ane Hukum 

I 
I 

/ 

PPID Utama 

Pejabat Eselon III 
Di nas Komunikasi dan Informatika 

I 

"
PPID Pembantu 

Pej a b a t Perangkat Daerah OPD
 
Kabupaten Lamp u ng S el a tan
 

r	 T
-II I	 I 

/'	 '\ 

B idang
 
Pendukung
 
Sek retariat
 

PUD
 

"­
I
 

/ 

B id ang 
Pengolahan Data 
dan Klasifika s i 

In fo r m a s i 

-, 

1 

<, 

B id a n g
 
Pelaya nan
 

Infonnasi dan
 
Dokumen ta si
 

-,	 .­
1

l 

/' 

B id ang 
Fasi li ta si 
S engketa 
lnforma si 

-, 

I 
(- ) 

I Pej abat Fungsional I
t	 J 

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 



LAMPlRAN II PERATURAN BUPATI LAM PUNG SELATAN 

NOMOR : ~ , TAHUN 2019 

TANGGAL : I O(<:"~~e-v- 201 9 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
 

DOKUMENTASI PEM ERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

BENTUK DAN FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT
 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUM E NTAS I
 

Da la m ra n gka pelaksanaan pengelolaan pelayanan in formasi da n dokumen tasi Pemerintah Kabupaten Lampu ng Selatan ditetapkan Format 
Stan dar Operasional Prosedur (SOP). 

Forma t SOP Pejabat Pen gelola In formasi dan Dokurnen ta si Pem erin tah Kabupaten Lampung Selatan dim a ks ud terdiri dari 5 (lima) buah, 
yakn i : 

a . SOP Penyusunan Daftar In formasi PubIik 

b. SOP Pelayanan Permohonan Infonnasi Publik 

c. SOP Uji Kompetensi Informasi Publik 

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 

e. SOP Fasilitasi Sengketan Informasi Publik 



A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDU R PENYUSU NA N DAFTA R INFORM ASI PU BLI K 

-

~~T (
 

...'J "" 
. ~ 

.1\ 

-

INAMA INSTANSI 1 

DASAR HUKUM : 

1. Un da n g -Un d an g No. 14 Tahu n 2008 
2 . Unda n g -Un d an g No. 25 Tahu n 2 009 
3 . Un da n g -Undan g No. 23 Tabu n 2 0 14 
4. Per at uran Pemerintah No. 61 14 Tah u n 2 0 10 
5. Pcraturan Komisi Informasi N o. 1 Tahun 20 10 
6. Peraturan K ornisi In fo r rnasi No. 1 Tahun 2 0 13 

KETERIKATAN : 

PERINGATAN : 
--- -_. 

NOM O R SOP 

TGL. PE MBUATAN 

TGL. RE VISI 

TGL. EFEk'TIF 

DISAH KAN OLEH 

NAMA SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLI K 

KUA LIFIKASI PELAKSANA : 

PERALATANjPERLENGKAPAN : 

1. Lernbaran Kerj a 

2 . Rencana Kerj a 

3 . Kerangka Acuan Kerja 

4. Alat Tu li s Kan tor 

5 . Ja r ingan In ternet 

PENCAT ATAN DAN PENDATAAN :
 

Disimpan dalam bentuk softcopy da n ha rdcopy
 



PELAKSANA 
NO KEGIATAN PPID PPID ATASAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN 

1 Men gu mpulkan inform asi dan 
dok u men tasi yang berk ual it as dan relevan 

PEMBANTU 

r: ~·.l~.' r: 

UTAMA PPID 

• Ber k ala 

• Se rra -merta 

DIP yang telah 
di k u m pu lkan dari 

dengan tupoksi tiap - ti ap 
OPD j Kecamatan j BUMD j B LU D di lingk u p • Setiap saat 

tiap -tiap 
oPD j Kecamatan j 

Pem kab Lamp u ng Sela tan , baik y ang BU MDjBLUD 
dipro du k si sendir i , d ikem bangkan , 
mau pu n y ang dik ir irn ke pi hak lain , yang 
ber upa arsip sta t is mau pun dinamis, ar sip 
akti f m au pun in-a k t if dan ars ip v i tal yang 
di k u asai. 

ln fo rmasi yang dilakuk an melipu ti j en is 
dok urn en , pen anggung jawab pem bu atan, 
wak tu dan tem pat pem bu atan , ser ta 
bentuk in form asi yang ter sedi a dal arn 
hardcopy dan sojtcopy. 
Format pengisian dalam pengump u lan 
info rmai dan doku men tasi di t iap -t iap 
OPD j Kecamatan j BUM DjBLUD d i lingkup 

2 

Pem kab Lampu ng Selatan. 

Men gu rnp u lkan informasi dan 
dokumen tasi te r sebu t lal u I 1 

I Y 

r. ',~ ·il.~. 
..' .'.;:-,. 

1 • Berkala 

• Serra-merta 

DI P yang telah 
dik lasi fi kasikan 

men gkasi fi kasik an seluruh in for m asi dan 
dokumentasi itu dengan mengid en t i fi k asi • Se tiap saat 

berdasark an si fatnya, j uga 
men gklasi fi kasikan in forma si dan 
doku men tasi y ang d ikecualikan 
sebagaimana d i t etapkan dalam UU No. 14 
tahun 2008 , Pa sal 17 dan Pasal 18. I 

Penguj ian tentang konsekuensi dengan 
seksama dan keteli ti an sebelu m 
men yat ak an in for masi dan dokume ntasi 
ter tentu d ikecualikan. , 



3 

4 

Mendoku mentasikan informa s i pu blik ke 
dala m ben tu k hardocpy dengan ta ta ca ra 
sepe r ti m cngarsip ka n dokumen , kemu d ia n 
d ipisahkan sesuai kl a sifika s i informas i dan 
doku mentasi wajib tersebut (tersed ia : 
berkala, serta me rta dan se t iap saat). 

J uga perlu d ibua t da ftar inforrn asi dan 
dokurnen tasi yang dikecualika n 

Men e ta p kan DIP secara resmi dan 
m engumumkan nya ke pa d a publik 

l 1
• 

• 

• Berkal a 
• Se rt a -merta 

• Se tiap sa a t 

Setelah DIP 
terkumpul 
dari PPID 
Pembantu 

DIP 

I 

SK DIP yang 
d i ta n d a t a n ga n i 
aleh Atasan 
PPID 

Men ga d a k a n 
rapat bersama 
antara PPI D 
Utarna dan PPID 
Pem bantu u n tu k 
m e n e t a p kan DIP . 

S Mengunggah DIP ke portal web resmi 
Pemkab Lamsel maupun m e lalui sarana 
infonnasi la in . 

0 Setelah DIP 
ditetapkan 
oleh Atasan 
PPID 

Adanya konten 
DIP d i portal web 
resmi Pemkab 
Lam p u ng 
Selatan 

Portal Web dan 
sa rana 
komunikasi yang 
d im iliki oleh 
Pemkab 



- -

B. SOP PE LAYAN AN PERMOHONAN INFORMASI PUBLl K 

NOMOR SOP rr · . 
~ t ' r . TGL. PE MBUATAN 

TGL. REVISII ' 
,... 

r-
TGL. EFEKTIF '.

.-

-

~. 

DI SAHKAN OLEH
 

I NAMA I NSTANSI I
 NAM A SO P PELAYANAN PERMOI-lONAN I NFORM ASI PUBLIK 

KUALI FlKASI PELAKSANA : DASAR HUKUM : 
-

1. U n dan g-Und an g No. 14 Tah u n 2008 
2. Undang-Undang No. 25 Tah u ri 2009 
3 . Undan g- U nd an g N o. 2 3 Tah u n 2014 
4. Pera turarr Pemerin ta h No. 61 14 Tahun 2010 
5. Pcrat u ranKomisi Infonnasi NO.1 Tahun 20 10 
6. Peraturari Komisi Informasi No . 1 Tahun 20 13 

PERALATAN/ PERLENGKAPAN : KE TERlKATAN : 

1. Lem baran Kerj a 

2. Rencan a Kerj a 

3. Ker an gka Acu an Ker ja 

4 . Alat Tu l is Kantor 

5. J ar ingan Internet. 

PENCATATAN DAN PENDATAAN : PERINGATAN : 
-- .-

D isim pan dalam ben tuk soft cop y dan hardcopy 
-



PELAKSANA PENOUKUNG 

NO 

1 

2 

KEGIA'IAN 

Pemoh on In formasi dapat menya mp aika n 
permoh on a n in formasi sang dibutu h ka n 
ba ik secara la ngsun g dan tid ak Ian gsu ng . 

MeIa kuk an registrasi bc rkas permohona n 
informasi pu blik. .Jika d okumen/ In formasi 
yang dimin ta te lah terrnasuk dala m DIP 
dan d imiliki ole h meja inform asi a tau 
sud ah terd a pat di webs i te PPIO, maka 
langsung d iberikan kepada pe moho n 
informasi a tau bisa lang su ng diu nd uh oleh 
pem ohon informasi. J ika in forrn asi/ 
dokumen ta si ya ng di minta belu m 
ter masu k dalam DIP, maka be rkas 
per rnoh onan d isampaikan ke pada PPIO 
ata u PPIO Pembant u. 

PEMOHON 
INFORMASI 

• 
BAGIAN I PPID 

REGISTRASI I UTAMA &
PPID 

PPIO PEMBANTU 

• 

KOMPONEN' 
OPO KELENGKAPAN 

• Forrn u lir 
Permohonan 
Informasi eli 
meja 
pe laya nan 
PPIO I eli web 
portal Pe rnk a b 

• Fotokopi a tau 
s can iden titas 
di ri 

Semua data -
data pcmoh on 
informa si 
d is impa n d a lam 
bentuk 
hardcopy dan 
softcopy 

WAKTU 

Pada ha ri da n 
ja m ke rj a 
untuk 
pemoho n 
informasi 
sccara 
langsu n g cl a n 
se tiap saat 
u ntu k 
pemoho n 
informa s i 
secara tidak 
la ngsun g 

Pada ha ri da n 
jam kerja 
untuk 
pemohon 
informa si 
secara 
langsung clan 
se tiap sa a t 
u ntu k 
pemohon 
in form as i 
secara tidak 
Ia ngsu ng 

OUTPUT 

Forrnu lir 
Permohonan 
In formasi 
diis i lengkap 
clan d ilam piri 
fotokopij scan 
iden ti ta s di r i 

DIP yang 
tela h 
tersusun 
da lam ben tu k 
ha rdcopy dan 
softcopy 

KET 

3 PPID memin ta kepada kornpo nen a ra u 
Perangkat Daerah u n tu k memberikan 
informa si a tau d okumenyang suclah 
termasuk dal am DIP, ke pada PPID untuk 
d iberika n kepada pe mohon informa s i. 
Kom pone n a tau Perangkat Dae rah 
memberika n in forrnasi a tau dokumen ya ng 
d ima ksud kepada PPIO Utama a tau PPIO 
Pembantu 

I 
'­

1 
I - DIP yang t el a h 

d itetapka n oleh 
ko m pon en a tau 
Perangkat 
Dac ra h 

10 (sepuluh) 
hari kerja 
sejak 
permohonan 
inf or rna s i 
d iterirria oIeh 
PPID 

DIP 



_ I 
Memberikan informasi atau clo ku m e n 
yang diminta oleh pernohon info rm a s i 
ya n g telah rnenandatangani tanda bukti 
penerimaan inforrnas i atau doku rneri. 

4 Informasi a tau Perpa nja nga n Informasi 
Dokumen yang permohonan atau 
diminta oleh inform a s i Dokumen 
pernoh o n adalah 7 yang diminta 
informasi (tujuh) hari oleh 

kerja pernohon 
infonnasiL , , , , 



--

C. SOP U.J I KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 

NOMOR SOP ~ . -
""'OIll 
1',, ­~ ." -


...-

[ NAMA INSTANSI J 

- -- _. 

DASA R HU KUM : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahu n 2008 
2. Undan g -Un dang No. 25 Tahun 2009 
3. U n d an g- Un d an g No. 23 Tahun 20 14 
4 . Peratu r an Pemerin tah No. 6 1 14 Tahun 20 10 
5. Peraturan Komisi In for m asi No. 1 Tahu n 2010 
6 . Peraturan Komisi ln form asi NO. 1 Tahun 2013 

KETE RIKATAN : 

PERINGATAN : 

TGL. PEMBUATA N 

TGL. REVISI 

TGL. E FEKTIF 

DI SAHKAN OLEH 

NAMA SOP UJI KONSEKUENSI INFORM ASI PUBLI K 

KUALIFIKASI PELAKSANA : 

PERALATAN/ PERLE NGKAPAN : 

1. Lem baran Kerja 

2 . Rencan a Kerj a 

3. Kerangka Acuan Kerja 

4. Alat TuIis Kan tor 

5 . Jaringan Internet 

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
 

Disimpan daIam ben tuk softcopy dan hard copy
 



NO 

1 

2 

KEGIATAN 

Melaku kan kaj ian atas 
In formas i/ rloku men ya ng t idak te rmasuk 
dalam DI P dengan m eli batkan Tim 
Per timban gan dan Pelayanan In formasi. 

Member ikan pertim bangan atas 
in for rnasi / doku rnen yang dimaksud yang 
ber sifat rahasia berdasarkan UU , 
kepat utan dan ke pen t ingan u m u m 

PPID 
UTAMA & 

PPID 
PEMBANTU 

• 

PELAKSANA 

TIM 
PERTIMBAN 

KOMPONEN
GAN& 

OPDPELAYANAN 
INFORMASI 

• 

PEMOHON 
INFORMASI KELENGKAPAN 

Berkas 
permohonan 
in forrnasi/ 
dokumen d ari 
Pem ohon 
In formasi 

Dasar huku m : 
UU KIP 14 
Tah un 2008 
dan PERKI 1 
Tahun 20 10 
In forma si/ 
doku rn en yang 
telah 
dinyatakan 
terbuka un tuk 
publik 

PENDUKUNG 

WAKTU 

Set iap saat 

Pada had dan 
j am kerja 

OUTPUT 

Berk as 
Permohonan 
In form asi 
diisi lengkap 
dan dilampir i 
fotokop i / scan 
iden ti tas d iri 

Su ra t 
Kcputusan 
Tim 
Pert im ba ngan 
Pelayan an 
In formasi 
In formasi / 
dok u rn en dar i 
kom ponen 
OPD 

KET 

3 M enyampai kan kcpada PPlD atas sta tu s 
in formasi/ doku men ya ng dim in ta 
pemohon in formasi, apakah term asu k 
rahasia atau ter buka. Jika infor rn asi / 
dokumcn yang d imaksud adalah terbuk a, 
rnaka PPID merner in tahkan kepada 
komponc n OPD un tu k menyerahk an 
in for rnasi / doku m en yang d imaksud. .Jika 
sta tus informasi j dok u m en oleh T im 
Per t imbangan clan Pelayanan In formasi 
d inyatakan rahasia, maka PPlD m embu at 
su ra t penolakan kepacl a pemo hon 
in formasi. 

l 1 
J 0 Pada hari dan 

j am kerj a 10 
(sepuluh) har! 
kerja sej ak 
p er m oho rian 
i n for m as i 
diterima ole h 
P PID 

-



4 Member ikan inforrna si yang d iminta oleh 
pernohon inforrnasi d engan 
menan datangan i tan da bu k ti pener imaan 
atau m em ber i kan su ra t penolakan kepada 
pemoh on j ik a sta tu s infcrrnasi / dokumcn 

I I 1 In for masi j 
dok u men yang 
diminta oleh 
Pemohon 
In for masi atau 

Maksimal 
diber ik an 
perpanjangan 
pemen uh an 
permohonan 

Informasi 
publik yang 
d im in ta oleh 
Pcmohon 
In formasi 

dinyatakan rahasia. su rat peno lakan informasi atau su rat 
jik a in fo rmasi j sela rna 7 penolakan 
dok u men (tujuh) hari 
ter sebu t kerja sejak 
d ika tegorikan pemberitah uan 
rahasia tertulis 

d iberikan dan 
t idak d ap at 
diperpanjang 
lagi 

---­



D . SOP PENANGANAN KEBERATA N INFORM ASI PUBLI K 

NO MO R SO P -M'" ~ 
TGL. PEMBUATAN 

W
 TGL. REVISI
 

TGL. E FEK"TIF 

- DlSAH KAN OLE H 

NAMA SOP PENANGAN KEBERATAN INFORMASI PUBLl K !NAMA INSTANSI I 
KUALlFIKASI PELAKSANA : DASAR HUKUM : 

l. U ndang-Un dang No. 14 Tahu n 2008 
2. Undang-Undang No. 25 Tah u n 2009 
3 . U n dan g- Un dan g No. 23 Tahu n 20 14 
4 . Peraturan Pemerintah N o. 61 14 Tah un 20 10 
5. Peraturan Komisi Informasi N o. 1 Tahu n 20 10 
6. Peraturan Komisi In fonnasi No. 1 Tahun 20 13 

PERALATANjPERLENGKA PAN : KET ERI KATAN : 

I. Lembaran Kerja 

2. Rencana Kerja 

3. Keran gka Acuan Kerja 

4. Al a t Tu lis Kantor 

5. J ar ingan In ternet 

PENCATATAN DAN PENDATAAN : PERI NGATAN : 

Di sim pan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 



1 

NO
 KEGIA1'AN 

Pemohon In formasi rnenyampaikan 
pengaj uan k eberatan atas tidak 
ter layan inya perm oho nan informasi yang 
dibutuhkan melalu i : 

l.	 datang lan gsung dan mengisi 
perm ohonan pengajuan 
in formasi pu blik dengan 
fotokopi identitas d iri 

2.	 melalu i port al website dengan 
formu li r yang tel ah 
m enyer takan scalI 

yang ter tera di website, 

Mclakukan reg istrasi formu li r pengajuan 
keberatan pelayanan informasi dan 
menyampaik an pengajuan keberatan 
kepada Atasan PPID 

PELAKSANA PENDUKUNG 

PPIDBAGIAN KETPEMOHON UTAMA& ATASANREGISTRASI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUTINFORMASI PPID PPIDPPID 

•
 
PEMBANTU
 

•	 Formu li r Pacla har i Forrnulir 
Pengajuan dan j am pcngaj uan 
Kebcratan kerja ke beratan 
In fonnasi pe layanan 
Pu blik yang informasi pu bli k 
ter sedia di 

form u lir 
y ang telah d ii si 

meja 
keberatan 

lengkap dan 
pelayanan 

melengk api 
d il am pi r i 

PPlD atau fotok opij scanrnengisi 
ditampilkan id en tit as di d diundu h dan 
d i website dan iden titas did 
dapatk emudian dikiri rn ke alamat emai l PPID 
d iund uh, 

•	 Fotokopi / 
scan identitas 
diri dar i 
pemohon 
yang 
m engajukan 
keberatan 

Sem ua data-
data pemohon 
in formasi 
d isimpan dalam 
bentu k hardcop u 
dan s oft cop y 

I 1 I 1 Pada hari Oaftar 
'l I l I clan j am pengaj uan 

kerja keberatan 
pelayanan 
in Iormasi yang 
telah el i-file 
da lam ben tuk 
ha rd copv dan 
soft cop y 

I 

2 



3 

4 

I Memcr ik sa formu li r pe ngaiuan ke bera tan 
dari Para Pemohon In fo rmasi dan 
memerin tah k an PPID U tam a dan PPID 
Pem bantu u n tu k menjawab permoho nan 
in formasi 

I Memer in tahkan kepada PPIO U tam a dan 
PPID Pem ban tu untuk memenuhi 
permintaan informasi dari Pemohon 
In formasi. 

I T 
Berkas 
pengaj uan 
keberatan 
pelayanan 
i n formasi yang 
telah diisi 
Iengk ap 

• Ber kas 
pengaj uan 
keberatan 
pelayan an 
informasi yang 
telah diisi 
lengk ap , 

• DIP yang te lah 
di u m um kan 

Pada hari 
dan j am 
k er ja 

Pada hari 
dan j am 
kerj a 

Oaftar surat 
yang har u s 
d iberi kan kepada 
PPlD dan PPIO 
Pemban tu 

Su rat per intah 
tert u lis ke pada 
PPID Utama dan 
PPID Pernbantu 
untu k 
m emenuh i 
per m in taan 
pemohon 
in fo rm asi yang 
m en gaj uk an 
k eberatan 
pelayanan 
i nformasi pu blik 

5 I Member ikan in formasi yang d im in ta oleh 
pemohon inform asi kepada Atasan PPID 
j ik a informasi yang dim ak sud telah masuk 
DIP. Atasan PPIO akan menjawab 
pcn gajuan keberatan k epada pcmoho n 
informasi. 

J ika informasi yang diinginkan pemohon 
informas i t idak termasu k dalam D IP yan g 
telah diumum kan , karena in formasi belum 
tersedia atau term asuk inform asi yang 
dikecualik an , maka di berikan sura t 
pen olak an k epada Pem ohon In form asi. 

Doku merr/ 
i n for m asi yang 
d imaksud oleh 
Pemohon 
Informasi atau 
rekomend asi 
su rat peno lakan 
d ar i PPIO Utama 
a tau PPIO 
Pembantu 
k arena informasi 
yang diminta 
m erupakan 
in for masi yang 
dikecualik an 

Pada hari 
dan j am 
ke rj a 

Informasi pu blik 
yang dimin ta 
oleh Pemohon 
Info r masi atau 
surat penolakan 
kepada Pem ohon 
Informasi 



4 

5 

6 

Atasan PPID m enetapkan Tim fasil it asi 
sengketa in formasi untuk men gupayakan 
penyelesaian sengketa informasi, yang 
dibcn tuk oleh PPID U tama 

Tim fasil i tasi sengketa i nform asi di ketu ai 
ole h PPID Utam a dan beranggotakan PPID 
Pembantu te rkai t , pejabat yang mcnangan i 
bidang hu k u rn, pej abat fungsional, ser ta 
JFU yang sesuai dengan kebutuhan 

Tim fas ili tasi sengketa infonnasi 
me laporkan proses penangan an sengketa 
informasi k epada Atasan PPID 

• 
t -&"-, ..:-t1 
""' ­ ,-,I\'_1" .-f 

• 
7 Upaya peny elesaian Sengketa ln formasi 

Pu blik diajukan kepada Kornisi l n form asi 
Pu sat , Kom isi Infor masi Prov insi, Kornisi 
Informasi Kabu pate n sesuai dengan 
kewenangannya apabila ta nggapan Atasan 
PPID dalam proses kebera tan ti dak 
memuaskan Pemohon Inform asi. 

0 

PIt. BUPATI LAMPUNG S ELATAN, 



--

LAMPlRAN III	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR : Sl TAHUN 20 19 

TANGGAL : ( O ~to\?U 2019 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUM ENTASI 
PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

BENTUK D AN FOR MAT DAFTAR ISIAN INFORMASI PUBLIK 

INFORMASI PENANGGUNG BENTUKWAKTUDAN JANGKAPEJABAT/ JAWAB WAJIBINFORMASITEMPATUNIT/OPD YG WAKTU/ JENIS WAJlB WAJIBPEMBUATAN/NO DIUMUMKAN YANG YANG PEMBUATAN RETENSIMENGUASAIINFORMASI DIUMUMKAN DIUMUMKANPENERBITAN SECARA DIKECUALIKAN INFORMASI TERSEDIA ARSIPINFORMASI SERTAMERTA SETIAP SAATINFORMASI BERKALA 

-

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 




